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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Syariat Islam adalah wahyu Allah SWT yang dibawa oleh Rasulullah yang 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan 
manusia dengan alam sekitarnya. Dalam syariat Islam terdapat kaidah muamalah 
yakni tata aturan Ilahi yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan 
hubungan manusia dengan benda. Dalam ketentuan hukum Islam setiap muslim 
berkewajiban tunduk kepada hukum perkawinan ketundukan ini sebagai bagian 
integral dari keimanan (akidah). Akan tetapi dalam melaksanakan hukum 
perkawinan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan dan serampangan, hal ini 
terdapat pengaturan tentang hak- hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati 
oleh setiap individu muslim. Pelanggaran atas hak orang lain atau kelalaian 
melaksanakan kewajiban, akan melahirkan permasalahan atau persoalan. Dan 
setiap persoalan haruslah mendapatkan penyelesaian yang sebaik-baiknya dan 
seadil-adilnya, demi terciptanya ketertiban dan kedamaian di tengah- tengah 
masyarakat untuk tegaknya amar makruf nahi munkar.1 
Dalam kehidupan Manusia diciptakan oleh Allah SWT, sebagai makhluk 
sosial untuk selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain dan saling tolong 
menolong tanpa memandang suku bangsa mereka, sehingga terwujud suatu 
kehidupan dinamis dan harmonis. Salah satu wujud dari berdampingan mereka 
adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui 
                                                          
1 Departemen Agama RI, Peta Permasalahan Hukum, (Jakarta: 2004), Hal.1. 
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ikatan perkawinan yang sah menurut agama Islam sebagai suami-isteri  
(berkeluarga). Dalam Al-Qur’an, Surat Ar-Ruum, ayat 21 dinyatakan bahwa : 
Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum, ayat 21).2 
 
Dalam perkawinan harus ada cinta mencinta antara suami-isteri  yang 
meliputi pula arti saling memerlukan dalam hubungan seks. Umumnya hal 
tersebut sangat diperlukan oleh pasangan suami-isteri  yang masih muda dan 
sesudah tua timbul rasa santun menyantuni (rahmah).3 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang sangat kuat 
atau misaqn galizan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan 
ibadah. Dalam hal ini perkawinan bertujuan yang mempunyai segi-segi 
perdatanya diantaranya yaitu kesukarelaan dalam hidup, persetujuan kedua belah 
pihak, dan kebebasan memilih.4 
Dalam fenomena kehidupan di masyarakat, terkadang di saat ekonomi 
antara suami-isteri  (keluarga) berada dalam keadaan kondisi sulit, atau saat ada 
musibah yang membutuhkan pengeluaran lebih, hutang adalah alternatif yang 
paling bijak. Pada dasarnya, hutang piutang dalam masyarakat merupakan hal 
                                                          
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: 1978, Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an. 
3 M.Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT.Aksara Bumi), Hal.65. 
4 Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), Hal.16. 
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yang lumrah dan biasa. Ini didasari pada kenyataan, bahwa setiap orang dikaruniai 
rezeki oleh Allah dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang diberi rezeki yang 
berlimpah, dan ada pula yang diberi rezeki pas-pasan, bahkan selalu kekurangan. 
Ada pula yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan dan ujian. 
Namun, ada pula yang diberi kebahagiaan dan kesenangan oleh Allah. Dalam 
kondisi semacam ini, dibutuhkan sebuah mekanisme yang bisa menghubungkan 
antara pihak yang kekurangan dengan pihak yang memiliki kelebihan harta.Salah 
satu, mekanisme penghubung kedua belah pihak tersebut adalah hutang piutang.5 
Permasalahan dalam bermuamalah dalam kehidupan modern saat ini 
khususnya dalam rumah tangga sangat beragam, seperti halnya dalam urusan 
ekonomi maupun dalam hubungan komunikasi setiap pasangan. Permasalahan 
yang terkadang terjadi oleh suami atau istri khususnya dalam hutang piutang 
memang merupakan fenomena sosial sering terjadi. Akan tetapi pengaruh dari 
faktor pihak ketiga yang disebut istilah sebagai kreditur menuai sebuah 
permasalahan, yang dimana ketika salah satu pasangan dari suami atau istri 
sebagai debitur berhutang kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari salah satu 
pasangan suami atau istri dan terjadi adanya wanprestasi, apakah salah satu 
pasangan dari suami atau istri tersebut dapat dikenakan kewajiban untuk 
membayar hutang kepada pihak ketiga. 
Sesuatu hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah kewajiban yang 
timbul karena adanya perkawinan antara mereka.6 Dalam Hukum positif di 
                                                          
5 Abdurrahman, Fikih Bertetangga, (Terjemahan Muslich Taman, Jakarta: Al-Kautsar, 2005), 
Hal.221. 
6 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal.59. 
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Indonesia, hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam pasal 31 ayat Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974.7  
1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. 
2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan Hukum.  
3) Suami adalah kepala keluarga dari istri ibu rumah tangga. 
Bushtanul Arifin juga menyatakan bahwa kedudukan suami dan istri 
dalam perkawinan pada pasal di atas adalah seimbang. Masing- masing 
mempunyai tugas fungsi dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi dengan tujuan 
yang satu, yaitu tercapainya kebahagian rumah tangga dan keluarga atau 
terwujudnya rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Kendatipun secara filosofis 
kedudukan suami dan istri itu ditempatkan secara seimbang,8 namun dalam 
hukum Islam, dalam surat an-Nisa ayat 34 yaitu : 
 
Artinya: laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...‛ (QS. 
An- Nisa’: 34).9 
 
Kata qawwamun diartikan sebagai penanggung jawab, pelindung, 
pengurus, dan sebagai pemimpin, karena laki-laki dalam keluarga merupakan 
                                                          
7 Departemen Agama RI, Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, Hal.29. 
8 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada 2004), Hal.50. 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: 1978, Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an. 
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sebagai pemberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap kaum perempuan yang 
menjadi istri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri 
mentaati suaminya selama tidak durhaka kepada Allah. Apabila suami tidak 
memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukan 
kepada hakim yang berwenang menyelesaikan masalahnya. 
Dalam permasalahan di atas tersebut dalam hukum perdata bahwasanya 
persoalan dibedakan menjadi dua hal yaitu, kewajiban memikul dan tanggung 
gugat. Kewajiban memikul, menyangkut hubungan intern antara suami dan istri 
yang mengarah pada harta siapakah yang harus dipakai sebagai pelunasan hutang 
itu, tentunya yang harus memikul ialah orang yang menikmati manfaatnya. 
Mengenai kewajiban suami atau istri untuk membayar suatu hutang dari harta 
kekayaan bersama, kewajiban ini di dalam keputusan disebut kewajiban 
(obligation). Barang-barang milik pribadi suami atau istri yang mempunyai 
obligation untuk membayar suatu hutang, dapat disita dan dilelang untuk melunasi 
hutang tersebut.10 
Bahwasanya yang telah tercantum dalam hukum perdata mengenai tentang 
akibat dari persetujuan yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yaitu‚ Semua 
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 
sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 
dinyarakan cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. 
Dalam pasal 1339 KUH Perdata menjelaskan bahwasanya : 
                                                          
10 R. Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, (Surabaya: 
Airlangga University, 2008), Hal.70. 
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Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang 
membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak 
ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam 
hal yang diatur dalam pasal 1317.11 
Pada dasarnya prinsip hutang yang melekat adalah pada individu, artinya 
ketika punya hutang maka kewajiban  membayar/mengembalikan adalah melekat 
pada siapa saja yang berhutang. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu : 
 
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan 
hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan 
janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 
Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 
Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan 
dengan jujur.12 (QS. Al-Baqarah: 282).13 
 
Dari ayat di atas Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman 
agar mereka melaksanakan hukum-hukum Allah. Setiap mereka melakukan 
                                                          
11 R.Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita,1985), Hal.307. 
12 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Quranul Karim, 1971), 
Hal.70. 
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Jakarta: 1978, Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Penafsiran Al-Qur’an. 
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perjanjian perikatan yang tidak tunai, yaitu melengkapi alat bukti sehingga dapat 
dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari. 
Pembuktian itu ada dua, yaitu pembuktian tertulis dan saksi. 
Sebagaimana yang terjadi dalam perkara pada Pengadilan Agama Depok. 
Si istri membantu suaminya mencari nafkah tambahan dengan bekerja di Show 
Room,  karena ingin mendapatkan untung banyak maka si istri yang berniat 
membantu suaminya mencari nafkah, dia mencoba melisingkan BPKB di tempat 
ia bekerja. Berniat mencari keuntungan malah mendapat kebuntungan (rugi). 
Dikarenakan usahanya merugi maka si istri mempunyai hutang yang banyak. 
Awalnya suami tidak tahu masalah ini ternyata si istri memiliki hutang yang 
sangat besar dan untuk menutupi hutang tersebut, si suami telah menjual seluruh 
hartanya yang si suami miliki dan juga meminjam uang ke saudara dan teman-
teman si suami, sampai akhirnya si suami tidak punya tempat tinggal lagi dan 
masih memiliki hutang. Pada bulan Mei 2009 merupakan puncak perselisihan dan 
pertengkaran dalam rumah tangga mereka, si suami sudah tidak sanggup lagi 
membayar hutang si istri tersebut, malah si suami sering didatangi oleh orang-
orang yang menagih hutang si istri tersebut ke rumah kontrakannya. Suami sudah 
tidak sanggup lagi membayar hutang si istri yang begitu besar. Perceraian tersebut 
telah dimusyawarahkan keluarga, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil. Keunikan 
dari Perkara Nomor. 826/Pdt.G/2009/PA Dpk. Yaitu alasan tergugat karena 
indikasi perbedaan pendapat (cekcok) akibat si istri terlilit hutang yang sangat 
besar tanpa sepengetahuan si suami sebelumnya, sampai-sampai si suami tidak 
mampu lagi membayarnya. 
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Di sini kemudian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian kajian 
hukum tentang Penyelesaian utang piutang suami atau istri tanpa sepengetahuan 
pasangannya. Oleh karena itu penulis akan menuangkannya dalam sebuah tulisan 
ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Positif Dan 
Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Hutang 
Piutang Suami Atau Isteri Tanpa Persetujuan Pasangannya”.  
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat didefinisikan beberapa 
pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, yakni sebagai 
berikut :  
1. Bagaimana penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa persetujuan 
pasangannya menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia? 
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian hutang piutang 
suami atau istri tanpa persetujuan pasangannya berdasarkan ketentuan 
hukum yang berlaku? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti 
menentukan tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa 
sepengetahuan pasangannya menurut hukum positif dan hukum Islam di 
Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perjanjian hutang 
piutang suami atau istri tanpa persetujuan pasangannya berdasarkan 
ketentuan hukum yang berlaku. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Ada beberapa manfaat yang bisa di ambil dalam penelitian ini, manfaat 
dalam penelitian ini bisa di bagi dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat 
praktis 
1. Manfaat Teoritis 
Sebagai kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan bagi 
para mahasiswa dan bagi para praktisi hukum yang ingin mengembangkan 
dan mewujudkan dinamisasi hukum Islam dan hukum positif dan sebagai 
wacana guna mengetahui penyelesaian hutang-piutang suami atau istri 
tanpa sepengetahuan pasangannya. 
2. Manfaat Praktis 
Dapat dijadikan pijakan atau pertimbangan bagi peneliti dan 
penyusunan karya ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan 
masalah ini, khususnya dalam permasalah hutang-piutang. 
 
E. Metode Penulisan 
Sebuah penelitian tidak terlapas dari metode yang dipergunakan dalam 
rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang 
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nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode 
yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Metode Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode pendekatan Yuridis-Normatif, yang dimaksud dengan pendekatan 
yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang 
mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna 
meninjau, melihat serta menganalisa permasalahan, sedangkan metode 
pendekatan normatif merupakan kerangka mengidentifikasi norma-norma 
hukum untuk memastikan suatu kebenaran14. 
Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Normatif adalah suatu 
penelitian dengan cara menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum 
dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat.15 
2.  Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
tiga macam bahan hukum, yaitu: 
a. Data Primer 
  Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang 
bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.16 Bahan Hukum 
Primer dalam penulisan ini terdiri dari: Al-Quran dan 
Terjemahannya Terbitan Departemen Agama RI, Undang-undang 
                                                          
14 Hilman Hadikusuma. 1995. Metode Pembuatan Proposal Penulisan Hukum Ilmu Hukum. 
Bandung. Mandar Maju. Hal. 61. 
15  Waluyo Bambang. 1996. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 15-16. 
16 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2012. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. 
Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.141. 
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Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Fikih Sunnah 
Karangan Sayyid Sabiq, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Kompilasi Hukum Islam serta kepustakaan atau literatur yang 
berhubungan dengan Hukum Keluarga dan referensi-referensi yang 
relevan dengan Akhwal Syakhsiyyah.  
b. Data sekunder 
 Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.17 
Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah: data pelengkap 
yang diperoleh dari dari literatur, laporan-laporan, dokumen-
dokumen, buku, majalah, buletin, peraturan perundang-undangan, 
maupun berita-berita sajian media cetak yang berkaitan dengan 
masalah penelitian yang dibahas. 
c. Bahan Non-Hukum 
Bahan Non-hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas 
buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku 
politik, buku ekonomi, data sen-sus, laporan tahunan perusahaan, 
kamus bahasa dan ensiklopedia umum.18 Adapun dalam penelitian 
ini penulis menggunakan bahan non-hukum yang terdiri dari: 
1) Kamus Hukum. 
2) Ensiklopedia. 
 
                                                          
17 Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta. Prenada Media Group. 
Hal. 140. 
18 Op.Cit. Hal. 41 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam melakukan 
penelitian ini adalah: 
a. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 
data sekunder dengan cara membaca, mengutip buku-buku literatur 
dan menelaah serta mengklasifikasi data fiqh dan hukum positif di 
Indonesia yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
b. Studi Dokumen 
Yaitu dengan mempelajari dokumen berupa Putusan Pengadilan 
Agama yang terkait tentang permasalahan dalam penulisan proposal 
skripsi ini.  
3. Pengolahan Data 
Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan 
pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk 
menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Dalam melakukan 
pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut : 
a. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok 
bahasan, dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan 
dilengkapi dan diperbaiki. 
b. Klasifikasi data, yaitu menggolongkan atau mengelompokkan data 
menurut kerangka bahasan yang telah ditentukan. 
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c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada tiap pokok bahasan 
secara sistematis sehingga memudahkan penafsiran data. 
4. Analisis Data 
Dari data yang berhasil penulis himpun melalui literatur, maka 
penulis analisis dengan metode: Analisis komparatif dengan 
menggunakan pola pikir deduktif. 
a. Komparatif, yakni untuk membandingkan antara hukum Islam dan 
hukum positif di Indonesia mengenai penyelesaian hutang piutang 
suami atau istri tanpa sepengetahuan pasangannya. 
b. Deduktif, yakni bepijak dari data umum lalu dianalisis untuk 
mendapakan kesimpulan yang bersifat khusus, selanjutnya akan 
diketahui dengan jelas persamaan dan perbedaan antara hukum Islam 
dan hukum positif di Indonesia. 
 
F. Telaah Pustaka 
Hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penulis 
lakukan, Karya Ilmiah mengenai hutang piutang dalam rumah tanga telah banyak 
dilakukan antara lain yakni :  
Pertama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1467 KUH Perdata 
(BW) Mengenai Larangan Jual Beli Antara Suami-isteri ” ditulis oleh Muhammad 
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Khoironi, dalam penelitian tersebut yang intinya membahas tentang kedudukan 
harta bersama yang dijual-belikan oleh suami-isteri .19  
Kedua, “Penjualan Harta Bersama Oleh Suami Tanpa Seijin Istri Menurut 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa 
Bandung Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)”, ditulis oleh Muhammad 
Thohir, skripsi tersebut membahas status harta yang dijual oleh suami oleh suami 
tanpa seijin istri dan keabsahan penjualan harta oleh suami tanpa seijin istri 
menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam.20 
Ketiga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Hutang Piutang 
Antara Suami-isteri  Sebagai Modal Usaha Bersama (Studi Kasus Di Kelurahan 
Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya)” ditulis oleh Siti Masfial Qulub, 
Skripsi ini membahas perjanjian hutang-piutang antara suami-isteri  sebagai 
modal usaha bersama.21 
Berbeda halnya dengan penulis, dalam penelitian ini dari sekian skripsi 
yang membahas hutang piutang, tidak satupun dari skripsi-skripsi tersebut yang 
membahas dan mengkaji penyelesaian hutang piutang suami atau istri tanpa 
sepengetahuan pasangannya seperti yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi 
ini. 
 
                                                          
19 Muhammad Khoironi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1467 KUH Perdata Mengenai 
Larangan Jual Beli Antara Suami Istri, Skripsi Tidak Diterbitkan, (Surabaya: UIN Sunan 
Ampel, 2004). 
20 Muhammad Thohir, Penjualan Harta Bersama Oleh Suami Tanpa Seijin Istri Menurut Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi kasus Di Desa Bandung Kecamatan Diwek 
Kabupaten jombang), Skripsi Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006). 
21 Siti Masfial Qulub, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Hutang-Piutang Antara Suami 
Istri Sebagai Modal Usaha Bersama (Studi kasus di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari 
Surabaya), Skripsi Tidak Diterbitkan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008). 
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G. Sistematika Penulisan 
Pada penelitian ini, Penulis membagi pembahasan ke dalam empat bab, 
dimana setiap bab dibagi atas beberapa sub-bab, sistematika penulisannya 
secara singkat adalah sebagai berikut : 
BAB I Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari 
penulisan penulisan dan sekaligus menjadi pengantar umum di 
dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari 
latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 
kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II Sebagai Bab kajian teori yang kemudian akan diuraikan mengenai 
tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Di dalam bab 
ini akan diuraikan pengertian serta pembahasan terhadap beberapa 
pokok permasalahan. 
BAB III Sebagai Bab hasil penelitian dan analisa. Dimana peneliti akan 
menelaah data-data yang telah didapat, yang kemudian akan 
dianalisa secara terperinci dan jelas terkait permasalahan yang 
berhubungan dengan obyek yang diteliti. 
BAB IV Sebagai Bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran atas hasil 
dari analisa permasalahan yang diteliti. 
 
 
